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Tata Cara Pendaftaran Kepemilikan Pajak Progresif, Pembayaran Dan
Penagihan Pajak Progresif Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD)
Banjarmasin

1. Pendaftaran Kepemilikan Pajak Progresif Pada Unit Pelayanan Pendapatan

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Pendaftaran Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (STNK) pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD)
Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan cara wajib pajak beserta
persyaratan lengkap datang ke kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD)
Prov. Kalimantan Selatan dan mengisi formulir pendaftaran. Kemudian wajib
pajak menunggu pengesahan STNK dan validasi notice oleh petugas pemungut
Pajak Kendaraan bermotor (PKB). Notice selanjutnya akan diserahkan kepada
Wajib Pajak lalu wajib pajak diharuskan membayar biaya pendaftaran dan
pembuatan STNK di loket yang ditentukan. Setelah itu Wajib Pajak dapat
mengambil STNK di pokja pengambilan STNK dan Penning.

Untuk lebih memperjelas bagaimana mekanisme pengesahan STNK baik
roda 2, 3, maupun 4 dapat dilihat dari bagan berikut ini

BAGAN 5.1

SKEMA PEMBUATAN STNK

1 3
WAJIB PAJAK 2 LOKET
DENGAN :> S| :> PENDAFTARAN
PERSYARATAN FORMULIR PENELITIAN
LENGKAP PERSYARATAN &
IDENTITAS PEMILIK

9
POKJA V
PENGAMBILAN
STNK & PENNING




4

PENGESAHAN
STNK
PRINT COMP
8
BAYAR
KE KASIR
5

7

6 KOREKTOR
VALIDASI <:|
NOTICE <:I KASI PAJAK

KE WAJIB PAJAK

NOTICE

. Sumber : Diolah Kembali dari Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi
Kalimantan Selatan.

Berdasarkan skema di atas dapat dillihat mekanisme pendaftaran
kepemilikan kendaraan bermotor dan pendaftaran pembuatan STNK yang
digambarkan sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Sistem pendaftaran
dan pembuatan STNK kepemilikan kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan
Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Kalimantan Selatan tersebut sesuai dengan
prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan telah diterapkan sejak
dulu. Namun, seringkali terjadi pelayanan yang kurang memuaskan terhadap wajib
pajak dan terdapat berbagai oknum yang sering bersikap sebagai perantara yang
memanfaatkan ketidakpahamanan wajib pajak dalam membayar pajak serta
kurangnya transparansi undang-undang seperti atas denda keterlambatan

pembayaran dan sebagainya.



2. Pembayaran Pajak Progresif Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan
BAGAN 5.2

SKEMA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

1 3
WAJIB PAJAK 2 LOKET
DENGAN |:> ISl |:> PEMBAYARAN
PERSYARATAN FORMULIR PAJAK
LENGKAP KENDARAAN
BERMOTOR
4
6 5 VALIDASI
POKJA V BAYAR <:| PEMBAYARAN
PENGAMBILAN <:| KE KASIR PKB PADA STNK
STNK & PENNING PRINT COMP

Sumber : Diolah Kembali dari Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi
Kalimantan Selatan.

Keterangan :

1. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap datang ke kantor Unit Pelayanan
Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Kalimantan Selatan.

Setiap pemilik kemdaraan diwajibkan membayar pajak progresif pada

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi dengan membawa persyaratan
lengkap yang diperlukan. Seperti : Fhotocopy KTP, membawa STNK asli dan

fhotocopy tahun sebelumnya dan persyaratan lainnya apabila diminta.



5.

6.

Wajib pajak diharuskan mengisi formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
untuk pembayaran pajak progresif.

Setiap wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan
bermotor diwajibkan mengisi surat setoran pajak daerah dan dokumen lainnya
yang diperlukan

Wajib Pajak membayar pajak progresif pada Loket yang telah ditentukan.
Petugas pemungut Pajak Progresif memberikan Validasi pembayaran Pajak
progresif pada STNK.

Validasi pembayaran Pajak Progresif pada STNK diberikan oleh petugas
pemungut Pajak Progresif, setelah wajib pajak membayar pajak pada loket yang
telah ditentukan dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemungut Pajak
Progresif mengenai kelengkapan dokumen persyaratan pembayaran Pajak
Progresif.

Wajib pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ke kasir yang telah
ditentukan
STNK yang telah di validasi dapat diambil di Pokja pengambilan STNK &

penning.

Penagihan atas Tunggakan Progresif Pada Unit Pelayanan Pendapatan

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan



Penagihan atas Tunggakan Pajak Progresif Pada Unit Pelayanan
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan apabila Wajib Pajak
tidak melunasi kekurangan pembayaran pajak setelah dilakukan pemeriksaan oleh
pemungut Pajak Progresif yaitu para pegawai dari Unit Pelayanan Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Kepala Kantor Unit Pelayanan
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Gubernur Kepala
Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang memuat jumlah kekurangan pembayaran
pajak kendaraan bermotor beserta sanksi administrasi sebesar 2% perbulan
maksimal 24 bulan sejak saat terutang pajak dan seandainya Wajib Pajak tidak
mengindahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Tagihan
Pajak Daerah (STPD) maka akan dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa
sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta yang penulis temui selama proses penelitian sangat jarang
sekali terjadi penagihan pajak atas pembayaran pajak progresif disamping karena
sarana dan prasarana yang kurang memadai di lapangan juga dalam hal kepemilikan
sebenarnya atas kendaraan bermotor banyak ditemukan kendaraan bermotor yang
belum diadakan balik nama kepemilikan sehingga penagihan tidak dapat dilakukan

secara maksimal.

BAGAN 5.3
SKEMA PENAGIHAN
ATAS TUNGGAKAN PAJAK PROGRESIF

1 3
WAJIB PAJAK 2 WAJIB PAJAK
DINYATAKAN GUBERNUR DIKENAKAN SANKSI

TERUTANG PKB :> KEPALA DAERAH :> ADMINISTRASI (BUNGA)
SETELAH MENERBITKAN 2%/ BULAN MAKSIMAL 24

DILAKUKAN SKPD DAN STPD BULAN SEJAK SAAT
PEMERIKSAAN TERUTANG PAJAK




Sumber : Diolah Kembali dari Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi
Kalimantan Selatan.



